LAPORANTINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN REGULER
BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
PADA PENGADILAN AGAMA SAMARINDA
TANGGAL 16 S.D 20 JULI12018

I. MANAJEMEN PERADILAN

1. Rekomendasi:
Memperbaiki surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Samarinda W17-
A1/18/PS.01/1/2018 tanggal 2 Januari 2018, tentang Penunjukan Koordinator dan Hakim
Pengawas Bidang sehingga bidang yang ditetapkan mencakup keseluruhan bidang yang
disebutkan dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 080/KMA/VIII/2006,
dengan menambahkan bidang manajemen peradilan dan memperbaiki penyebutan
bidang administrasi perkara menjadi administrasi persidangan untuk obyek pengawasan
yang terkait dengan persiapan dan pelaksanaan persidangan, minutasi dan pengarsipan.
Tindak Lanjut :
Sudah ditindak lanjuti dengan memperbaharui SK Hakim Pengawas Bidang sesuai Surat
Keputusan Mahkamah Agung Nomor 080/KMA/VI111/2006. (Dokumen SK terlampir)

2. Rekomendasi:
Pembuatan lembar temuan pemeriksaan harus mengacu pada Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 080/KMA/VI1I/2006, yang isinya terdiri dari kondisi, kriteria,
sebab, akibat, dan rekomendasi
Tindak Lanjut :
Untuk pemeriksaan Hawasbid selanjutnya akan mengacu pada Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Nomor 080/KMA/VI111/2006.

3. Rekomendasi:
Wakil ketua sebagai koordinator hakim pengawas bidang harus membuat program kerja
pelaksanaan pengawasan dan dikordinasikan dengan Ketua Pengadilan agar pelaksanaan
pengawasan itu berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Tindak lanjut :
Sudah dibuat dan dikoordinasikan dengan Ketua Pengadilan Agama Samarinda (jadwal
terlampir)

4. Rekomendasi:
Setiap rapat yang dilakukan oleh pimpinan baik antara pimpinan dengan para pejabat
structural maupun antara pimpinan dengan seluruh karyawan harus dicatat pada buku
notulen dan pada rapat berikutnya harus ada evaluasi tentang realisasi rapat tersebut.
Rapat koordinasi dengan para pejabat struktural minimal sekali dalam satu bulan dan
rapat pimpinan dengan seluruh karyawan dilakukan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga)
bulan.

\&PO'I‘O," C[‘iniﬂl{ &n"l{ @emeri[tsuun q{gqu[er @cﬂwﬂs Mcg{-m 1



Tindak Lanjut :
Sudah ditindak lanjuti dengan membuat jadwal rapat, daftar hadir, dan notulen
(dokumen terlampir)

Rekomendasi :

Papan yang memuat rincian biaya perkara yang diumumkan kepada pencari keadilan
segera diperbaiki dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang
digunakan sebagai dasar dalam pembuatan penetapan/pernyataan khusus aturan yang
terkait dengan penyetoran uang perkara melalui Bank adalah Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl nomor 4 tahun 2008

Tindak Lanjut :

Sudah dilaksanakan pembaruan papan biaya perkara (foto terlampir)

Il.  ADMINISTRASI PERKARA

1.

Rekomendasi :

Papan yang memuat rincian biaya perkara yang dimumkan kepada pencari keadilan
segera diperbaiki dengan melengkapi komponen yang harus dibiayai untuk pelaksanaan
sita dan eksekusi

Tindak Lanjut :

Sudah dilaksanakan pembaruan papan biaya perkara (foto terlampir)

Rekomendasi :

Buku hak-hak kepaniteraan segera dilengkapi pengisiannya baik buku tahun 2017
maupun untuk buku tahun 2018

Tindak lanjut :

Sudah dilaksanakan s.d Agustus Tahun 2018 (dokumen terlampir).

Rekomendasi :

Agar petugas buku register selalu konsisten menerapkan ketentuan pada penulisan buku
register sebagai buku register sebagai dokumen resmi pengadilan.

Tindak lanjut :

Sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk.

Rekomendasi :

Petugas penulisan buku keuangan eksekusi harus meningkatkan kehati-hatian dalam
menata usahakan keuangan eksekusi

Tindak lanjut :

Sudah ditindak lanjuti

Rekomendasi :
Pimpinan pengadilan harus memerintahkan kepada penanggung jawab keuangan
perkara untuk melakukan penelusuran dan penyelesaian selisih keuangan tersebut dan
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melaporkan hasilnya kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Rl selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah temuan ini.

Tindak lanjut :

Sudah ditindak lanjuti (kontrak kinerja dan dokumen terlampir)

I1l. ADMINISTRASI PERSIDANGAN
1. Rekomendasi:

Segera ditanda tangani yang sudah ada konsepnya dan dibuatkan Berita Acara Sidang
Aan Maning terhadap perkara yang belum tersedia konsepnya.

Tindak lanjut :

Sudah ditindak lanjuti dengan menandatangani berita acara Aan Maning (dokumen
terlampir)

Rekomendasi :

Sidang aan maning sebaiknya sekali saja dan eksekusi ditangguhkan jika ada indikasi
damai

Tindak lanjut :

Sidang Aan Maning hanya dilaksanaka 1 (satu) kali setelah itu dibuatkan penetapan
eksekusi.

IV. PELAYANAN PUBLIK

1.

Rekomendasi :

Pemberi layanan Posbakum harus segera melayani Pemberian Informasi, Konsultasi, atau advis
hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, dan penyediaan informasi daftar organisasi
bantuan hukum yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan diawasi oleh
Ketua Pengadilan Agama Samarinda, dokumen hukum vyang dimaksud disini antara lain
gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, memori, kontra memori, surat-surat
permohonan, dan lain-lain.

Tindak Lanjut :

Segera berkoordinasi dengan LBH IAIN Samarinda, selaku Pelaksana Posbakum Samarinda.

Rekomendasi :

Sebaiknya posbakum memberikan opsi bahwa sebelum ada regulasi baru, perkara perceraian
dapat digabung dengan gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta
bersama suami istri. Atau, dapat pula diajukan gugatan terpisah sesudah putusan perceraian
memperoleh kekuatan tetap.

Tindak Lanjut :

Sudah ditindak lanjuti sesuai dengan arahan.

Rekomendasi :

Pengadilan Agama menyiapkan stok salinan putusan/penetapan yang telah BHT (berkekuatan
hukum tetap), karena pelanggaran terhadap norma ini berpotensi dijatuhkannya sanksi kepada
pimpinan pengadilan sesuai angka 4 SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan atas SEMA
No.2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.
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V.

Tindak Lanjut :
Sudah dilaksanakan untuk membuat stok Salinan putusan/penetapan yang telah BHT.

Rekomendasi :

Agar dibuat brosur mengenai prosedur pengaduan dan meja pengaduan yang memenubhi standar
Tindak Lanjut :

Telah dibuat brosur mengenai prosedur pengaduan (contoh terlampir)

Rekomendasi :

Laporan Majelis Hakim kepada Ketua Pengadilan tentang pemeriksaan perkara yang lebih dari 5
bulan dibuat tertulis disertai alasan keterlambatannya.

Tindak Lanjut :

Sudah ditindaklanjuti (dokumen terlampir)

Rekomendasi :

Nomor antrian disertai kode ruang sidang diserahkan kepada pencari keadilan untuk menjaga
transparansi antrian.

Tindak Lanjut :

Telah dibuat nomor antrian per ruang sidang (dari ruang sidang I, Il, dan 1ll) = contoh terlampir

ADMINISTRASI UMUM

A. MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

1.

Rekomendasi :

Agar penerbitan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala selanjutnya dapat mematuhi aturan
yang telah ditentukan sebagaimana yang dimaksud

Tindak Lanjut :

Sudah ditindaklanjuti dengan membuat tabel KGB pegawai PA. Samarinda s.d tahun 2021. (tabel
terlampir)

Rekomendasi :

Agar sasaran kerja pegawai (SKP) pada tahun 2018 segera dibuatkan dan ditetapkan bersama
dengan pejabat penilai

Tindak Lanjut :

Sudah dibuatkan SKP tahun 2018 seluruh pegawai (dokumen terlampir).

Rekomendasi :

Agar dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, agar masing-masing
dapat memahami dan bisa membuat sasaran kerja pegawai dan bagi atasan langsung/pejabat
penilai dapat menjadi bahan evaluasi penilaian.

Tindak lanjut :

Sosialisasi telah dilaksanakan (dokumen berupa undangan, absen dan notulen terlampir)
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4. Rekomendasi:
Agar segera dilakukan sosialisasi kepada seluruh aparatur terkait ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tersebut beserta aturan penjelasannya terkait penyusunan
buku penilaian perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil agar setiap pejabat penilai memiliki dasar
penilaian secara terukur.
Tindak Lanjut :
Sosialisasi telah dilaksanakan (dokumen berupa undangan, absen dan notulen terlampir)

5. Rekomendasi :
Agar segera mengirimkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dari pegawai
yang menduduki jabatan struktural tersebut melalui aplikasi SIHARKA
Tindak Lanjut :
Sudah ditindaklanjuti dengan input data LHKASN menggunakan aplikasi Siharka atas nama Abd.
Azis (dokumen bukti kirim terlampir)

6. Rekomendasi:
Agar diusulkan kembali data pegawai yang menduduki jabatan struktural tetapi belum pernah
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) kepada Badan Pendidikan dan
Pelatihan (Balitbangdiklatkumdil) secara hierarki melalui Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan
diteruskan ke Biro Kepegawaian Mahkamah Agung Rl
Tindak Lanjut :
Sudah dibuat surat ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda usulan diklat PIM (dokumen terlampir)

7. Rekomendasi :
Agar dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan bagi pimpinan untuk meningkatkan kedisiplinan
pegawai khususnya aparatur yang belum disiplin
Tindak Lanjut :
Pimpinan telah menertibkan kedisiplinan seluruh aparatur dengan meminimalisir ketidakhadiran
pegawai tanpa alasan sesuai peraturan yang berlaku.

B. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
Rekomendasi :
Agar kedepan/hari kemudian, dipenuhi ketentuan-ketentuan aturan tersebut mengenai meterai
yang terdapat dalam dokumen pengadaan tidak dibubuhi tanggal pengesahan.
Tindak Lanjut :
Untuk kedepan menjadi perhatian PPK dalam pengadaan barang dan jasa dalam menanggali
meterai sebelum ditanda tangani

C. PENGELOLAAN ASET/APLIKASI SIMAK/BMN
Rekomendasi :
Buku-buku milik perpustakaan belum tercatat dalam aset, agar segera dikoordinasikan dengan
KPKNL sehingga dapat dicatat sebagai aset Pengadilan Agama Samarinda.
Tindak Lanjut :
Telah melakukan inventarisir Buku-buku milik perpuspustakaan Pengadilan Agama Samarinda dan
melakukan koordinasi dengan Kordinator Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan KPKNL
Kota Samarinda.
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D. PERPUSTAKAAN
Rekomendasi :
Agar dibenahi kembali aplikasi yang digunakan dan segera dibuat tata tertib dan jangka waktu
peminjaman buku perpustakaan
Tindak Lanjut :
Telah melakukan pembenahan aplikasi dan telah menertibkan alur dan tata tertib peminjaman
buku perpustakaan. (dokumen terlampir)

E. PELAYANAN INFORMASI PADA WEBSITE
Rekomendasi :
Agar website mengikuti standar dari Mahkamah Agung dan template yang telah disesuaikan, serta
informasi yang disajikan harap selalu up to date.
Tindak Lanjut :
Website Pengadilan Agama Samarinda masih dalam proses mengikuti standar dari Mahkamah
Agung, dan proses penginputan dan updating data.
Tampilan website terbaru Pengadilan Agama Samarinda terlampir.

F. TATA USAHA PERSURATAN
Rekomendasi :
Agar penomoran surat diberikan sesuai dengan tanggal pada saat registrasi pendaftaran nomor
surat tersebut
Tindak Lanjut :
Telah melakukan koordinasi dengan para pegawai berkenaan dengan penomoran surat sehingga
agar tertib dan tepat waktu pada saat pengambilan nomor surat sehingga tidak terjadi lagi
pemberiaan nomor dengan memakai kode a. b. dsb.

G. KEUANGAN DIPA
1. Rekomendasi:
Agar pimpinan memerintahkan PPK dan Bendahara untuk lebih cermat dalam melakukan
pengujian atas pembebanan biaya perjalanan dinas telah didukung dengan dokumen memadai
dan agar PPK menarik kelebihan pembebanan perjadin Rp.100.000,-.
Tindak Lanjut :
Kelebihan perjadin tersebut telah dikembalikan yang bersangkutan (dokumen terlampir)

2. Rekomendasi :

- Agar dibuatkan kebijakan/instrumen yang mengikuti alur riil proses pertanggung
jawaban/transaksi

- Agar dibuat kebijakan/instrumen yang menjadi dasar pembebanan sejumlah panjar perkara
dan atau tambah panjar oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) PA. Samarinda atas perkara
prodeo.

Tindak lanjut :

Sudah ditindak lanjuti dengan menambahkan dalam pertimbangan Panitera taksiran panjar

perkara prodeo dan pembayaran panjar perkara prodeo dilakukan oleh Bendahara atas nama

pihak yang mengajukan prodeo ke Bank Rekening Penampungan Biaya Perkara PA.Samarinda dan

menyerahkan slip setoran ke Kasir serta Kasir mengeluarkan SKUM sebagai Bukti Panjar Biaya

Perkara telah diterima. (dokumen terlampir)

\&PO'I‘O," C[‘iniﬂl{ &n"l{ @emeri[tsuun q{gqu[er @cﬂwﬂs Mcg{-m 6



3. Rekomendasi:

Agar pimpinan mengingatkan PPK agar lebih cermat dalam menyiapkan dokumen perencanaan
untuk menjamin kualitas dan harga yang kompetitif.

Tindak Lanjut :

Untuk kedepannya dalam pemeliharaan gedung akan dilengkapi dokumen perencanaan berupa
HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebelum penyedia mengajukan penawaran dan melaksanakan
pekerjaan.

Samarinda, 23 Agustus 2018
Ketua Pengadilan Agama
Samarinda

Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H
NIP. 19561108 198203 1 003
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